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TRADE TO MARITIME CHOKEPOINT DISRUPTIONS

KAJIAN
ANALISIS

INDONESIA’S TRADE AND ITS DEPENDENCE
ON GLOBAL MARITIME ROUTES

The resilience of Indonesia’s international trade can no
longer be assessed only through tariff liberalization or
market-access commitments. In the current global trading
system, the effectiveness of trade agreements depends
heavily on whether goods can move safely, predictably, and
efficiently across maritime routes. For an archipelagic
country such as Indonesia, the sea is not merely a transport
space; it is the operational backbone of trade diplomacy.
Therefore, Indonesia’s trade agreements must be
understood not only as legal instruments for opening
markets, but also as mechanisms that depend on the
stability of global and regional shipping corridors.
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Figure 1: Major maritime chokepoint in Indonesia Trade Agreement (ORNL,2000)

Maritime transport remains the main artery of international
trade, facilitating approximately 80 percent of global trade
volume. This makes maritime chokepoints highly strategic
because they connect major production centers, consumer
markets, and energy routes across regions. However, the
concentration of shipping traffic in narrow passages also
creates systemic vulnerability. The new draft emphasizes
that disruptions at global chokepoints may affect trade
flows on a large scale, with Verschuur et al. estimating that
the value of trade disrupted at various chokepoints could
reach USD 192 billion per year.

In this context, chokepoints
such as the Strait of Malacca,
the Suez Canal, Bab el-
Mandeb, the Strait of
Hormuz, the Taiwan Strait,
and the Korea Strait are not
only geographic passages,
but also strategic trade
infrastructure. Figure 1 in the
draft, titled Major Maritime
Chokepoint in Indonesia
Trade Agreement, helps
position these routes within
Indonesia’s trade-agreement
network. The figure is
important because it visually
links Indonesia’s trade
diplomacy with the maritime
routes that make trade
implementation possible.

Indonesia actively pursues trade
agreements with various trading partners,
including Preferential Trade Agreements
(PTAs), Free Trade Agreements (FTAs), and
the Australia Comprehensive Economic
Partnership Agreement (CEPA). Currently,
more than 23 trade agreements have been
implemented, with 15 in the ratification
stage, and several still in the initiative stage.
The Indonesian trade agreement is intended
to expand market access for Indonesian
commodity exports. However, the
successful implementation of Indonesia
trade agreement depends heavily on the
security of the chokepoints. For instance,
the Malacca Strait remains the most crucial
chokepoint for access to South Asian and
Middle Eastern markets. Approximately
two-thirds of China's maritime trade passes
through the Strait.

In 2025, several Indonesian international
trade have significantly high value and
volume. Indonesia-Japan ranks highest,
contributing over USD 32 billion, or
approximately 6.11% of the total market
share, and a trade volume exceeding 45.8
million tons. Indonesia-Korea and Indonesia-
Australia rank second and third, with total
trade values ​ of USD 18 billion and USD 13
billion, respectively. At a moderate level,
several Indonesian international trade
accounts for over 1 per cent of market
share, namely Indonesia-UAE, Indonesia-
EFTA, and Indonesia-EAEU. These trades
demonstrate efforts to diversify Indonesia's
markets into the Middle East and Eastern
Europe.
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Digital Economy Framework Agreement (DEFA)
merupakan inisiatif strategis ASEAN untuk
memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan.
DEFA dipahami sebagai kerangka kerja sama yang
bertujuan menciptakan ekosistem digital ASEAN
yang lebih terhubung, aman, interoperabel,
kompetitif, dan inklusif. Cakupannya tidak hanya
perdagangan elektronik (e-commerce), tetapi juga
perdagangan digital, arus data lintas batas,
pembayaran digital, identitas digital, keamanan
siber, perlindungan data, hingga pemanfaatan
kecerdasan buatan. DEFA digadang menjadi
perjanjian ekonomi digital kawasan pertama di
dunia yang bersifat menyeluruh (region-wide) dan
mengikat secara hukum.

Brunei Darussalam
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SEKILAS DEFA

Studi disahkan

Target nilai 2030 USD 2 triliun

Siapa Saja Anggotanya?

MENGENAL DEFA: 
KERANGKA KERJA SAMA
EKONOMI DIGITAL ASEAN
Menuju Ekosistem Digital ASEAN yang Terhubung, Aman, Kompetitif, dan Inklusif

Apa itu DEFA?

Negosiasi dimulai

Substansi rampung

Target tanda tangan

Jumlah anggota

Kontribusi ke PDB ASEAN

Agt 2023

Sep 2023

Mei 2026

Nov 2026

11 negara ASEAN

USD 366 miliar

Kamboja

Laos

Malaysia

Myanmar

Filipina

Singapura

Thailand

Viet Nam

Catatan: Karena proses DEFA dimulai saat ASEAN masih beranggotakan 10 negara, status dan mekanisme
keterlibatan Timor-Leste akan merujuk pada ketentuan akhir perjanjian dan proses penyesuaian yang disepakati
ASEAN.

DEFA DAN KETERKAITANNYA DENGAN AEC/MEA

DEFA berkaitan erat dengan ASEAN
Economic Community (AEC) dan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),
namun keduanya berbeda cakupan. AEC
adalah salah satu dari tiga pilar
Komunitas ASEAN sejak 2015 – kerangka
payung integrasi ekonomi kawasan
secara luas, mencakup perdagangan
barang dan jasa, investasi, aliran modal,
hingga tenaga kerja terampil. DEFA
berada di bawah arsitektur AEC tersebut,
namun hadir sebagai perjanjian tersendiri
yang secara khusus dan komprehensif
mengatur ekonomi digital.

Jika ketentuan e-commerce selama ini hanya
menjadi satu bab dalam perjanjian dagang yang
lebih luas, DEFA dirancang sebagai perjanjian
mandiri yang berfokus penuh pada tata kelola
ekonomi digital lintas negara — mulai dari
perlakuan non-diskriminatif produk digital,
transfer data lintas batas, kode sumber, hingga
lokasi fasilitas komputasi. Dengan kata lain, AEC
adalah kerangka besar integrasi ekonomi ASEAN
secara umum, sementara DEFA adalah
instrumen turunan yang lebih spesifik dan teknis
untuk ekonomi digital, sekaligus mendukung
pencapaian ASEAN Economic Community
Blueprint 2025 dan ASEAN Community Vision
2045.

Indonesia



9 Pilar DEFA:
Peluang & Tantangan Indonesia

2. Cross-border E-
commerce

3. Digital Payments &
E-invoicing

5. Cross-border Data
Flows & Data Protection

6. Cybersecurity &
Online Safety

8. Digital Talent
Mobility

9. Competition
Policy
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ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)

Pilar DEFA

1. Digital Trade

4. Digital Identity &
Authentication

Peluang untuk Indonesia

Memperluas ekspor jasa digital
Indonesia ke pasar ASEAN yang lebih
terintegrasi.

UMKM digital Indonesia lebih mudah
menjangkau konsumen ASEAN melalui
aturan yang lebih harmonis.

Interoperabilitas pembayaran dan e-invoice
memudahkan transaksi lintas negara dan
menurunkan biaya bisnis.

Pengakuan identitas digital lintas negara
membuka akses layanan digital regional
bagi masyarakat dan bisnis.

Arus data lintas negara yang lancar
mendorong inovasi, cloud services, dan
ekonomi berbasis data.

Meningkatkan kepercayaan pengguna dan
pelaku bisnis digital di seluruh ASEAN.

Mempercepat adopsi AI dan teknologi baru
untuk meningkatkan produktivitas dan
inovasi.

Memudahkan pergerakan talenta digital,
membuka peluang kerja dan kolaborasi
regional.

Persaingan yang sehat mendorong
inovasi dan pertumbuhan ekonomi
digital yang inklusif.

Tantangan untuk Indonesia

Menyesuaikan regulasi nasional agar
selaras dengan komitmen perdagangan
digital ASEAN.

Meningkatkan kapasitas dan daya saing
UMKM agar mampu bersaing di pasar
regional.

Mengintegrasikan sistem pembayaran
nasional dan e-invoicing dengan
standar ASEAN.

Membangun infrastruktur identitas
digital yang aman, andal, dan dapat
diakui secara regional.

Menyeimbangkan keterbukaan arus
data dengan perlindungan data pribadi
dan keamanan nasional.

Memperkuat kapasitas keamanan siber
nasional dan kerja sama operasional
lintas negara.

7. Emerging Technologies
(AI, dll.)

Menyiapkan regulasi dan etika
pemanfaatan AI serta talenta yang
relevan.

Meningkatkan kompetensi dan
sertifikasi talenta digital agar memenuhi
standar regional.

Memperkuat kelembagaan dan
penegakan hukum persaingan di era
ekonomi digital.



Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025 yang dirilis
Google, Temasek, dan Bain & Company (November
2025), ekonomi digital ASEAN — diukur dari Gross
Merchandise Value (GMV) — diperkirakan melampaui
USD 300 miliar pada 2025, tumbuh 15% dibandingkan
tahun sebelumnya dan 1,5 kali lipat dari proyeksi awal
satu dekade lalu.Indonesia mencatatkan nilai
tertinggi, dengan GMV hampir mencapai USD 100
miliar (tumbuh 14% YoY), mempertahankan posisinya
sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
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NILAI EKONOMI DIGITAL ASEAN:
SEBERAPA BESAR PORSI INDONESIA?

Tabel 1: Nilai Ekonomi Digital (GMV) ASEAN per Negara, 2025

Filipina

Singapura

Brunei, Kamboja,
Laos, Myanmar

Negara Pertumbuhan (YoY)

Indonesia ~100 +14% Ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara

Thailand ~56 +16% Terbesar kedua di kawasan

Vietnam ~39 naik dari USD 34 M (2024) Pertumbuhan merata di semua sektor

Malaysia ~39 +19% Pertumbuhan tercepat di ASEAN 2025

~36 +16% Terdepan dalam adopsi AI di kawasan

~29 +7% Hub AI dan jasa keuangan digital

~6 — Baru masuk cakupan laporan sejak 2025

Total ASEAN-10 >300 +15% 1,5x proyeksi awal 10 tahun lalu

Negara GMV 2025 (USD Miliar) Pertumbuhan (YoY) Keterangan

Gambar 1. Nilai ekonomi digital (GMV) ASEAN, per negara (USD Miliar)
Sumber: e-Economy SEA 2025

Indonesia
menyumbang

sekitar sepertiga
dari total GMV di

ASEAN

E-commerce Transportasi &
Pengantaran

Pengantaran
Makanan

Media Daring Perjalanan
Daring

Angka GMV per-negara di atas adalah
nilai ekonomi digital domestik masing-
masing untuk kategori berikut:



Bagi Indonesia, DEFA memiliki nilai strategis karena posisinya
sebagai kekuatan utama ekonomi digital ASEAN. Secara kawasan,
penerapan aturan DEFA yang progresif diperoyalakan dapat
menggandakan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar USD 1 triliun
(proyeksi organik 2030) menjadi sekitar USD 2 triliun pada 2030.

Perlindungan
data pribadi,
keamanan siber,
dan keamanan
digital menjadi
isu strategis yang
krusial.

Keamanan siber dan
penipuan digital
termasuk penjualan
digital, dan kejahatan
daring dapat
menghambat
keoperacyan
pengguna dan pelaku
usaha.

Manfaat DEFA bagi Indonesia

Meningkatkan ekspor jasa
digital termasuk fintech,
online travel, dan layanan
berbasis platform,
memperkuat posisi Indonesia
sebagai penyedia solusi
digital bagi kawasan
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Dampak dan
Kontribusi DEFA
bagi Indonesia

Dari target nilai ekonomi digital ASEAN sebesar 2 triliun tersebut,
Pemerintah melalui Menko Perekonanian memperkirakan sekitar
USD 600 miliar merupakan porsi bagi Indonesia, mencerminkan
posisi Indonesia sebagai pasar digital terbesar di kawasan
selengkapnya penerima manfaat utama dari integrasi ekonomi
digital ASEAN.

Kontribusi Indonesia dari
Target ASEAN 2030

— perkiraan porsi Indonesia dari target nilai ekonomi digital
ASEAN sebesar USD 2 triliun pada 2030, seperti
disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Angka
ini menegaskan besarnya kepentingan Indonesia untuk
memastikan DEFA diimplementasikan secara efektif dan
tepat waktu.

Saluran Kontribusi ke Ekonomi Nasional

Peningkatan perdagangan
digital dan e-commerce
Lintas Negara

DEFA memperlancar arus data,
pengakuan dokumen elektronik,
identitas digital, dan
pembayaran lintas batas,
membuka peluang memperluas
pasar negara ASEAN lain.

Mendorong investasi pada pusat
data (data center), cloud, AI,
cybersecurity, dan digital
payment; meningkatkan kualitas
infrastruktur digital Indonesia
sebagai fondasi pertumbuhan
jangka panjang.

Peningkatan produktivitas
sektor Rill

Digitalisasi proses bisnis di
logistik, manfaat pertanian, dan
tata letak kolada platform perlu
diperkuat agar produk-produkasi
digital berjalan berkelanjutan dan
berkeadilan.

Risiko yang Perlu Diantisipasi

Persaingan yang
makin ketat
Dampak meninggalkan
digital meningkatkan
intensitas persaingan,
terutama bagi UMKM dan
startup nasional.

USD 600 miliar

Penguatan ekspor
jasa digital Peningkatan Investasi

Tata kolola platform dan
perlindungan konsumen
Pembangunan dan tata
kolola platform perlu
diperkuat agar produk-
produkasi digital berjalan
berkelanjutan dan
berkeadilan.

Perdagangan
digital
antarmereja
ASEAN mengikut

UMKM makin
terhubung dan akses
pasar kawasan
terbuka

Investasi di
sektor digital dan
teknologi
menguat

Daya saing
ekonomi nasional
meningkat secara
berkelanjutan

Produktivitas sektor
Rill meningkat dan
manfaat dirasakan
lebih luar
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Apa yang Perlu
Dipersiapkan
Indonesia DEFA dapat mendukung peningkatan

perdagangan digital, memperluas
akses pasar UMKM, menarik investasi
sektor teknologi, dan memperkuat
daya saing ekonomi nasional — namun
manfaat ini bergantung pada kesiapan
Indonesia sendiri.

4

Logistik

Memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi
transaksi elektronik, tanda tanggung, atau transaksi digital,
dengan transaksi siber, dan persiangan usaha digital,
disertai koordinasi lintas kementerian/lembagaing
mengatasi DEFA menyentuh sektor perdagangan,
komunikasi digital, kerja sama, dan inovasi teknologi,
kepadaban, hingga perlindungan konsumen.

Linimasa proses DEFA

Agt 2023 Studi DEFA
diserahkan AEM

Sep 2023 Negosiasi
DEFA dimulai

Mei 2026 Substansi rampung
di Manila

Nov 2026 Target
penandatanganan

2030
Target nilai
USD 2 triliun

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia digital,
termasuk talenta di bidang keamanan siber, data
analytics, kecerdasan buatan, cloud computing, digital
marketing, dan manajemen platform, untuk menyerap
manfaat integrasi digital ekonomi ASEAN.

Memperkuat kesiapan UMKM agar tidak hanya masuk ke
ekosistem digital domestik, tetapi juga mampu
mengatasi tantangan negara negara digital di ASEAN —
dari logistik, pembayaran, literasi digital, hingga
kepatuhan standar perlindungan konsumen dan data.

Regulasi dan Koordinasi Kelembagaan
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Manfaat DEFA bagi Indonesia tidak bersifat otomatisis.
Diperlukan langkah-langkah menyeluruh agar Indonesia tidak
hanya menjadi pasar besar, tetapi juga pelaku utama dan
pusat nilai tambah ekonomi digital kawasan.

Pemerataan Infrastruktur Digital
Memperkuat pemerataan infrastruktur digital — jaringan,
data center, konektivitas agar manfaat DEFA dapat
diaplikasikan di industri pertumbuhan ekonomi, tetapi
juga menjangkau daerah, sejalan dengan Strateti
Nasional Ekonomi Digital Indonesia 2030.

1

2

3

Penguatan SDM Digital

Kesiapan UMKM Lintas Batas

TARGET PENANDATANGANAN

November 2026, bersamaan dengan
KTT ASEAN ke-49 dan AEC Council ke-
28. DEFA belum berlaku penuh hingga
proses ratifikasi domestik masing-
masing negara anggota selesai.

Manfaat DEFA bagi Indonesia

Meningkatkan
perdagangan digital
antarnegara ASEAN

Memperluas akses
pasar UMKM secara
regional

Menarik investasi dari
sektor digital dan
teknologi

Memperkuat daya
saing ekonomi
nasional

Menciptakan ekosistem
digital yang inklusif dan
berkelanjutan

Jaringan Data Center Konektivitas

Talenta
Digital

Keamanan Siber AI & Data

Logistik Pembayaran Perlindungan Data

Regulasi Koordinasi Harmonisasi
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In 2025, several Indonesian international
trade have significantly high value and
volume. Indonesia-Japan ranks highest,
contributing over USD 32 billion, or
approximately 6.11% of the total market
share, and a trade volume exceeding 45.8
million tons. Indonesia-Korea and Indonesia-
Australia rank second and third, with total
trade values ​ of USD 18 billion and USD 13
billion, respectively. At a moderate level,
several Indonesian international trade
accounts for over 1 per cent of market
share, namely Indonesia-UAE, Indonesia-
EFTA, and Indonesia-EAEU. These trades
demonstrate efforts to diversify Indonesia's
markets into the Middle East and Eastern
Europe.

Pusat Kebijakan
Perdagangan Internasional

Trade
Lens
Trade
Lens
Seri Publikasi Analisis

Tentang Trade LensTentang Trade Lens
Trade Lens adalah seri publikasi analisis
dari Pusat Kebijakan Perdagangan
Internasional yang menyajikan
perspektif, data, dan rekomendasi
berbasis riset mengenai perdagangan,
kebijakan, dan dinamika ekonomi
global. Kami berkomitmen
menghadirkan analisis yang objektif,
relevan, dan berdampak bagi
pengambilan keputusan strategis.

Trade Lens adalah seri publikasi analisis
dari Pusat Kebijakan Perdagangan
Internasional yang menyajikan
perspektif, data, dan rekomendasi
berbasis riset mengenai perdagangan,
kebijakan, dan dinamika ekonomi
global. Kami berkomitmen
menghadirkan analisis yang objektif,
relevan, dan berdampak bagi
pengambilan keputusan strategis.

Trade Lens
Perspektif Analisis atas Perdagangan dan Kebijakan
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